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BERITA DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

 
NOMOR : 21                                                            TAHUN : 2011 

 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 
NOMOR  21  TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 74 TAHUN 2010 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN 

STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
PADA PEMERINTAH DAERAH 

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo 

Nomor 74 Tahun 2010 telah ditetapkan Kualifikasi 
Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada 
Pemerintah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka 
efektivitas pendayagunaan pegawai, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 tentang 
Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional 
Umum pada Pemerintah Daerah; 
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Mengingat :  1. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  1950  tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1951; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2010; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan 
Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2003; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11         
Tahun 2002; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12         
Tahun 2002; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
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11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 
2003; 

12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
10 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 

13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang  
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2002;  

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2   
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3   
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah;  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4   
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis Daerah;  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5    
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis  Dinas Daerah;  

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6   
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Kecamatan; 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Kelurahan Wates sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 10 Tahun 2009; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Rumah Sakit Umum Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 
tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan 
Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 74       
TAHUN 2010 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN 
STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM 
PADA PEMERINTAH DAERAH. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo 
Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan 
Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 
Nomor 55 Seri E),diubah sebagai berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menyisipkan 2 (dua) 

butir baru, diantara butir 6 dan butir 7 yakni butir 6a, 
diantara  butir 7 dan butir 8 yakni butir 7a, sehingga 
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 
4. Nomenklatur Jabatan adalah sebutan yang 

memberi ciri atau identitas dan menggambarkan 
isi jabatan yang dapat membedakan dengan 
jabatan lain. 

5. Ikhtisar Jabatan atau Rumusan Tugas adalah 
paparan kalimat yang isinya mencerminkan 
keseluruhan tugas pokok dalam jabatan. 

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya 
disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil 
Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada 
Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar 
instansi. 

6a. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah 
pegawai yang berkedudukan bukan sebagai 
PNS yang terdiri atas pegawai tidak tetap 
dan/atau tenaga alih daya/outsourcing pada 
Pemerintah Daerah. 

7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat 
PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka 
waktu tertentu guna melaksanakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat 
teknis profesional dan administrasi berdasarkan 
kebutuhan dan kemampuan organisasi. 

7a. Tenaga Alih Daya/Outsourcing adalah tenaga 
yang berasal dari perusahaan penyedia jasa 
tenaga kerja. 
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8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang 
dan hak PNSD dalam rangka memimpin suatu 
satuan organisasi Pemerintah Daerah. 

9. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu 
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak PNSD dalam rangka 
menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi 
yang tidak termasuk dalam rumpun jabatan 
fungsional. 

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 
11. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok 

sebagaimana diatur dalam ketentuan/peraturan 
perundang-undangan. 

12. Kompetensi adalah kemampuan  dan karakterisitik 
yang dimiliki PNSD berupa pengetahuan, 
ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan 
dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga 
PNSD yang bersangkutan dapat melaksanakan 
tugas secara profesional, efektif dan efisien. 

 
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 12 
 

(1) Jabatan Pengemudi, Pramu Kantor dan Pelaksana 
Keamanan, Penjaga Sekolah Dasar, 
Pencuci/Pengelola Linen, Pengawas dan 
Pengendali Lalu Lintas Persimpangan Kereta Api, 
Pengelola Kebersihan Objek Wisata, Penyedot 
Tinja dan Pengadministrasi Tempat Pembuangan 
Akhir  pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai 
Kebersihan dan Pertamanan serta jabatan lain 
yang sejenis diisi oleh Pegawai Non PNS. 
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(2) PNSD yang telah menduduki jabatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara 
bertahap diberdayakan pada jabatan lain sesuai 
kompetensinya. 

 
(3) Dalam hal PNSD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tidak dapat diberdayakan pada jabatan 
lain maka tetap mengisi formasinya. 

 
(4) Ketentuan dan rincian kebutuhan Pegawai Non 

PNS akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati tersendiri. 

 
Pasal  II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon 
Progo.  

 
Ditetapkan di Wates 
pada tanggal 21 Maret 2011  

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Cap/ttd 

 
H. TOYO SANTOSO DIPO 
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Diundangkan di Wates 
pada tanggal 21 Maret 2011  
 
       SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO, 
 
                   Cap/ttd 

 
            BUDI WIBOWO 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
TAHUN 2011   NOMOR  21 

 


